GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :\0\ /KEP/HK/2024

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan
menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan
mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau
kepada  Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing
berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil
tembakaunya;

. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024,
penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Gubernur ...
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4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, penetapan Dana Bagi
Hasil Pajak Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024 Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
Daftar Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dianggarkan berdasarkan pagu
alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun
anggaran berjalan ditambah sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dengan ketentuan:
a. 50 % (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan
masyarakat;

b. 10 % (sepulul persen} untuk bidang penegakan hukum; dan
c. 40 % (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA digunakan untuk mendanai program:
a. peningkatan kualitas bahan baku;
b. pembinaan industri;
c. pembinaan lingkungan sosial,;
d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan

kegiatan lainnya.

-

Dalam merumuskan program kegiatan atas penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana
perimbangan.

Mekanisme pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 lvuember 2024

PJ. GUBERNUR TENGGARA TIMUR,

\
DRIKO NOTO SUSANTO

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala KPP Bea dan Cukai TMP C Kupang di Kupang.

Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah b

Asisten Pemerintahan dan Kesra }Q'

Plt. Kepala Biro Hukum k




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :Wo\ /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3.6 \Wyyawber 2024

TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO. | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ALOKASI CUKAI HASIL
TEMBAKAU TA. 2025
1. | Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 2.069.587.000
2. | Kabupaten Alor Rp. 151.419.000
3. | Kabupaten Belu Rp. 135.736.000
4. | Kabupaten Ende Rp. 123.190.000
5. | Kabupaten Flores Timur Rp. 460.345.000
6. | Kabupaten Kupang Rp. 152.242.000
7. | Kabupaten Lembata Rp. 162.484.000
8. | Kabupaten Manggarai Rp. 349.136.000
9. | Kabupaten Ngada Rp. 135.921.000
10. | Kabupaten Sikka Rp. 181.083.000
11. | Kabupaten Sumba Barat Rp. 141.649.000
12. [ Kabupaten Sumba Timur Rp. 180.517.000
13. | Kabupaten Timor Tengah Selatan Rp. 178.311.000
14. | Kabupaten Timor Tengah Utara Rp. 133.422.000
15. | Kota Kupang Rp. 966.410.000
16. | Kabupaten Rote Ndao Rp. 147.871.000
17. | Kabupaten Manggarai Barat Rp. 1.114.448.000
18. | Kabupaten Nagekeo Rp. 129.257.000
19. | Kabupaten Sumba Barat Daya Rp. 254.920.000
20. | Kabupaten Sumba Tengah Rp. 131.417.000
21. | Kabupaten Manggarai Timur Rp. 158.186.000
22. | Kabupaten Sabu Raijua Rp. 146.328.000
23. | Kabupaten Malaka Rp. 157.075.000
JUMLAH Rp. 7.760.954.000

PJ. GUBERNUR NU

Paraf Koordinasi

Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah

Plh.Kepala Bidang Pembinaan Keuangan
Kab/Kota

Kepala Subid. Pembinaan dan Evaluasi
Wilayah II
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ANDRIKO NOTO SUSANTO

ENGGARA TIMUR,

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Pit. Kepala Biro Hukum




